ASASPERSONALITASKEISLAMAN
DALAM DINAMIKA TATA HUKUM DI INDONESIA

SKRIPS

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM
UNIVERSITASISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

Oleh:

IDHAM ALI
12370009

PEMBIMBING:

DR.H.KAMSI, M. A.
NIP. 19570207 198703 1 003

SIYASAH
FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM
UNIVERSITASISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2016



ABSTRAK

Politik hukum Islam merupakan kebijakan pemerintah dalam
mengubah suatu ius constitutum menjadi ius constituendum dengan memperhatikan
berbagai unsur termasuk kehendak dari masyarakat. Cita-cita formalisasi hukum
Isam ke dalam sistem ketatanegaraan Indonesia memiliki sgjarah yang panjang,
dimulai dari masa kergjaan Islam, masa kolonial Belanda hingga masa reformasi. UU
No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menjadi salah satu bentuk akomodas
pemerintah terhadap masyarakat muslim untuk dapat berhukum kepada hukum Islam
dengan berlandaskan asas personalitas keislaman. Namun, di sisi yang lain, banyak
kalangan yang mengkritik undang-undang ini karena masih dipengaruhui teori
receptie dalam pembuatannya. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dinamika
asas personalitas keislaman sertaimplementasinya di lingkungan peradilan agama.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian pustaka, yaitu penelitian
yang lebih menekankan kepada penelaahan literatur yang berkaitan dengan pokok
bahasan. Sifat penelitian adalah deskriptif analitis, yaitu penelitian yang
mengungkapkan data yang berkaitan untuk selanjutnya dianalisis secara kualitatif.
Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan historis sosia, yaitu dengan
cara menelusuri sgarah dinamika politik hukum Islam di Indonesia pada masa
pemerintahan kolonial Belanda, pasca kemerdekaan, dan masa reformasi

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, asas personalitas keislaman
pada dasarnya telah melekat di Peradilan Agama pada masa kergjaan-kergjaan Islam
yang dikenal juga sebagai Pengadilan Surambi, bahkan jauh sebelum itu, telah tersirat
di dalam Piagam Madinah. Asas Personalitas Keislaman mulai terancam ketika
datangnya penjajah Belanda dan Jepang. Pasca kemerdekaan, para pembuat undang-
undang masih terpengaruh oleh teori receptie sehingga menghasilkan produk hukum
yang tidak mengakomodasi keinginan rakyat yang beragama Islam, namun seiring
berubahnya pemerintahan ke arah yang lebih terbuka di era reformasi, Peradilan
Agama semakin menunjukkan diri sebagai lembaga peradilan yang mandiri dan
memiliki kewenangan tertentu untuk menyelesaikan perkara-perkara di antara orang-
orang yang beragama Islam, maupun orang-orang non Islam yang menundukkan diri
kepada hukum Islam.

Setelah mendapatkan data-data yang dibutuhkan, penyusun
berkesimpulan bahwa era reformasi menjadi momentum keberhasilan politik hukum
Isam di Indonesia yang ditandai dengan dapat bekerjanya dengan baik asas
personalitas keislaman serta implementasinya di lingkungan Peradilan Agama.

Kata Kunci: Asas Personalitas Keislaman, Peradilan Agama, Politik Hukum
Islam, Hukum Islam.
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
Berdasarkan SKB Menteri Agama RI, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI
No. 158/1987 dan No. 05436/1987
Tertanggal 22 Januari 1988

A. Konsonan Huruf Tunggal

Huruf Arab | Nama Huruf Latin Keterangan

| Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan
< Ba’ B Be

< Ta’ T Te

& Sa’ S Es (titik di atas)
z Jm J Je

z Ha’ H Ha (titik di bawah)
z Kha’ Kh Kadan ha

2 Dal D De

3 Zd Z Zet (titik di atas)
B Ra’ R Er

J Za Z Zet

o Sin S Es

B Syin Sy EsdanYe
U= Sad S Es (titik di bawah)
o= Dad D De (titik di bawah)
L Ta T Te (titik di bawah)
L Za z Zet (titik di bawah)
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¢ ‘Ain Komaterbaik (di atas)
¢ Gain G Ge

- Fa’ F Ef

A Qaf Q Qi

<l Kaf K Ka

J Lam L El

2 Mim M Em

o Nun N En

E) Wau W We

-2 Ha’ H Ha

¢ Hamzah - Apostrof
< Ya Y Ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda syaddah, ditulis rangkap, contoh:
@m\ ditulis Ahmadiyyah
C. Ta Marbuatah di Akhir Kata

1. Biladimatikan ditulis h, kecuai untuk kata-kata Arab yang sudah terserap

menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya.
delaa ditulisjama’ah
2. Biladihidupkan ditulist, contoh:

J—}é}‘l’\ :\-3\}5 ditulis karamat ul-auliya’



. Vokal Pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulisi, dan dhammah ditulis u.

. Vokal Panjang

A panjang ditulis a, i panjang ditulis 1, dan u panjang ditulis @i, masing-masing
dengan tanda (-) hubung di atasnya.

. Vokal Rangkap

1. Fathah dan ya’ mati ditulis ai, contoh:
A% ditulis Bainakum

2. Fathah dan wawu mati ditulis au, contoh:
J$& ditulis Qaul

. Vokal-Vokal yang Berurutan dalam Satu Kata, Dipisahkan dengan

Apostrof ()

o&e

e-uﬁ ditulis A‘antum

wnEg s Sy y
s ditulis Mu’annas

. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Biladiikuti huruf Qamariyyah
IO ditulis Al-Qur’an
L&l ditulis Al-Qiyas

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf

Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf L (el)-nya.



BAN ditulis As-sama’

um‘ ditulis Asy-syams

Huruf Besar
Penulisan huruf besar disesuaikan EY D
Penulisan Kata-K ata dalam Rangkaian Kalimat

1. Dapat ditulis menurut penulisannya
=8l 553 ditulis Zawi al-furad
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut

AL ST ditulis ahl as-Sunnah
em‘ﬁ‘ éuw ditulis Syaikh al-Islam atau Syaikhul-1slam

. Pengecualian

Sistem trandliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam
Kamus Besar Bahasa Indonesia, misalnya: Al-Qur’an, hadits, mazhab,
syari’at, lafaz.

2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh
penerbit, seperti judul buku Al-Hijab.

3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasa dari
negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad

Syukri Soleh.
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4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko

Hidayah, Mizan.
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara dengan penduduk beragama
Islam terbesar di dunia, bahkan menempati urutan nomor satu di dunia
Tingginya jumlah tersebut sedikit banyak mempengaruhi jalannya sistem
perpolitikan di Indonesia, begitu juga dalam aspek hukum. Fenomena ini
dapat dilihat dari perkembangan politik hukum negara Indonesia yang bergulir
semenjak pra kemerdekaan sampal pasca reformasi. Rentang waktu yang
demikian panjang diisi oleh beberapa pergolakan antara rakyat itu sendiri,
yang di satu pihak menginginkan negara yang berdasarkan Pancasila, dan di
pihak lain menginginkan Indonesia menjadi negara Islam, yang tentunya
berdasarkan Al-Qur’an dan Hadis.

Terlepas menjadikan Indonesia sebagai negara Islam yang didasari
oleh Piagam Jakarta, Indonesia sebagal negara hukum dalam
perkembangannya telah mengakomodir kebutuhan-kebutuhan warganya yang
beragama Isam untuk dapat menyelesaikan suatu perkara dengan
menggunakan hukum agama Islam melalui peraturan perundang-undangan
yang telah dibuat lembaga legidatif bersama eksekutif. Penegasan Indonesia
adalah negara hukum yang selama ini diatur dalam Penjelasan UUD 1945,

dalam Perubahan UUD 1945 telah diangkat ke dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat



(3), berbunyi sebagai berikut, ““Negara Indonesia adalah negara hukum”.
Jadi setiap sikap, kebijakan, dan perilaku alat negara dan penduduk harus
berdasar dan berkesesuaian dengan hukum. Ketentuan ini juga untuk
mencegah terjadinya kesewenang-wenangan dan arogansi kekuasaan baik
yang dilakukan oleh alat negara maupun penduduk.*

Tindakan yang dilakukan negara ini tentu telah sejalan dengan teori
kedaulatan rakyat yang dianut oleh Indonesia, sebagaimana yang tercantum di
dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat (2) yang berbunyi, “Kedaulatan berada di
tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Dalam
konteks kedaulatan rakyat, Immanuel Kant mengatakan bahwa tujuan negara
itu adalah untuk menegakkan hukum dan menjamin kebebasan daripada
warga negaranya. Kebebasan di sini adalah kebebasan dalam batas-batas
perundang-undangan, sedangkan undang-undang dibuat oleh rakyat itu
sendiri.?

Namun demikian, beberapa kehendak rakyat tidak serta merta direstui
oleh pemerintahan karena ada pertimbangan-pertimbangan yang harus diambil
untuk kemudian diputuskan apa yang terbaik bagi negara Indonesia. Salah
satu bentuk perjuangan rakyat Indonesia khususnya yang beragama Islam

untuk mewujudkan kehendaknya dalam berhukum sesuai dengan hukum

! Ni’matul Huda, Hukum Tata Negara Indonesia, cet. Ke-8 (Jakarta: PT.
RajaGrafindo Persada, 2013), him. 88

2 Soehino, Ilmu Negara, cet. Ke-7 (Y ogyakarta: Liberty, 2005), him. 161.



agama Islam adalah dengan berusaha mengimplementasikan hukum-hukum
Islam secara legal formal, sehingga menuntut adanya sebuah peradilan agama
khusus bagi warga yang beragama Islam. Upaya mereka ini dalam
perkembangannya berlangsung pasang surut karena dipengaruhi oleh politik
hukum yang diterapkan oleh pemerintahan pada masanya. Kepentingan
pemegang kekuasaan juga turut menjadi pertimbangan politik hukum yang
dijalankan pemerintah, sebagaimana yang tercermin dari pendapat Scholten
van Oud Haarlem yang mengatakan bahwa,
untuk mencegah perlawanan dari umat Islam, karena hukum anak
negeri dan agama Isdam dilanggar, haruslah diikhtiarkan sedapat-
dapatnya agar orang-orang pribumi yang beragama Islam dapat tetap
tinggal dalam lingkungan hukum agama dan adat i stiadat mereka’,
yang kemudian beranjak dari pendapat itu, pemerintahan Belanda mendirikan
pengadilan agama di Jawa dan Madura berdasarkan Staatsblad 1882: 152.
Pasca kemerdekaan Republik Indonesia, telah tercatat sebanyak dua
kali perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan
Agama. Beberapa kekurangan dan ketidaksesuaian dengan perkembangan
peraturan perundang-undangan lainnya menjadi penyebab perubahan tersebut.
Sadlah satu lembaga peradilan di bawah naungan Mahkamah Agung ini
menganut asas personalitas keisaman, yang menghendaki orang yang

beragama Islam menundukkan diri pada kekuasaan Peradilan Agama dalam

perkara-perkara tertentu. Tetapi, asas ini tidak sepenuhnya dilaksanakan oleh

¥ Mohammad Daud Ali, Hukum Isam dan Peradilan Agama (Jakarta: PT.
RajaGrafindo Persada, 1997), him. 226.



UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Hal ini terjadi karena di
dalam Penjelasan Umum UU tersebut dinyatakan adanya hak opsi bagi
pemeluk agama Islam yang berperkara di bidang kewarisan, yang berarti
mereka yang berperkara dapat memilih untuk menyelesaikan perkaranya di
dua lingkungan peradilan, yaitu Peradilan Umum dan Peradilan Agama.
Selain itu, di dalam Pasal 50 juga disebutkan bila terjadi sengketa hak milik
atau keperdataan lain dalam perkara yang menjadi kewenangan Peradilan
Agama agar objek sengketa tersebut diputus terlebih dahulu oleh Pengadilan
dalam lingkungan Peradilan Umum.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan
pokok masalah sebagai berikut:
1. Bagaimana dinamika politik hukum Islam terkait asas personalitas
keislaman di Indonesia?
2. Bagamana implementasi asas personalitas keisaman dalam
lingkungan Peradilan Agama sebagai hasil politik hukum Islam di
Indonesia?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:



1. Menjelaskan dinamika politik hukum Islam Indonesia dalam
konteks munculnya asas personalitas keislaman di dalam Undang-
Undang Tentang Peradilan Agama.

2. Menjelaskan dan menganalisis implementasi asas personalitas
keislaman dalam lingkungan Peradilan Agama sebagai hasil politik
hukum Islam di Indonesia.

Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai

berikut:

1. Untuk memperkaya khazanah keilmuan hukum, khususnya dalam
bidang politik hukum.

2. Menjadikan penelitian ini sebagai salah satu bahan pemikiran lebih
lanjut sekaligus memotivas ahli hukum maupun para mahasiswa
untuk menggali lebih dalam kajian-kagjian politik hukum terkait
dengan kedudukan hukum Islam dalam struktur tata hukum di
Indonesia

D. Tdaah Pustaka

Telaah pustaka digunakan untuk menentukan posisi penyusun dalam
sebuah penelitian yang dapat membedakan dengan penelitian-penelitian
sebelumnya yang telah dilakukan oleh pendliti lainnya. Selain itu, telaah
pustaka juga berguna untuk memperdalam pengetahuan peneliti tentang

masalah yang diteliti, menegaskan kerangka teoritis dan konseptual yang



menjadi landasan kajian, menghindari duplikasi penelitian, serta membangun
konsep-konsep dan teori-teori yang relevan dengan masalah yang diteliti.*
Berkaitan dengan penelitian yang penyusun buat, terdapat beberapa karya
tulis, bailk berupa buku, maupun skripsi yang membahas seputar politik
hukum di Indonesia, di antaranya adal ah:

Pertama, buku karya Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari dengan
judul Dasar-Dasar Politik Hukum,®> yang membahas secara mendasar
gambaran tentang apa itu politik hukum, serta politik hukum nasional yang
berlaku di Indonesia

Kedua, buku karya Abdul Latif dan Hasbi Ali dengan judul Politik
Hukum® Buku ini bisa dikatakan sebagai buku lanjutan jika ingin
memperdalami politik hukum karena di samping meletakkan dasar-dasar
politik hukum, buku ini juga membahas keterkaitan antara perubahan politik
hukum dengan kehidupan yang berkembang di masyarakat yang

mempengaruhi ius constituendum.

“ Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Ilmu Hukum (Bandung: CV. Mandar
Maju, 2008), him. 101.

® Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari, Dasar-Dasar Politik Hukum (Jakarta: PT.
RajaGrafindo Persada, 2004).

® Abdul Latif dan Hashi Ali, Politik Hukum, cet. Ke-3 (Jakarta: Sinar Grafika, 2014).



Ketiga, disertasi karya Mohammad Mahfud MD, yang telah dibukukan
berjudul, Politik Hukum di Indonesia.” Buku ini fokus membahas
perkembangan politik hukum Indonesia pada periode pemerintahan demokrasi
liberal, demokrasi terpimpin, dan orde baru disertai dengan karakter produk
hukum yang dihasilkan dalam hukum pemilu, hukum pemda, dan hukum
agraria.

Keempat, terdapat buku Politik Hukum Islam®, yang ditulis oleh lja
Suntana. Penekanan bahasan buku ini adalah terletak pada politik hukum
Islam, yang dimulai dari era pemerintahan kolonial Belanda, hingga proses
transformasi  hukum Islam yang telah dipositivisasikan dalam bentuk
perundang-undangan, termasuk UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan
Agama. Buku ini juga mencakup pembahasan mengenai peraturan daerah
syari’ah di Indonesia

Kelima, buku yang ditulis oleh Jaenal Aripin, berjudul Jegjak Langkah
Pengadilan Agama di Indonesia.’ Jika buku-buku di atas sebelumnya
membahas politik hukum secara umum, maka buku yang ditulis oleh Jaend
Aripin ini telah memfokuskan kajiannya di bidang jejak perjalanan eksistensi

Peradilan Agama di Indonesia yang dimulai pada masa penjgjahan Belanda

" Moh. Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia, cet. Ke-6 (Jakarta: PT.
RajaGrafindo Persada, 2014).

8 |ja Suntana, Politik Hukum Islam (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2014).

® Jaenal Aripin, Jejak Langkah Peradilan Agama di Indonesia (Jakarta: Kencana,
2013).



hingga pasca reformasi. Pembahasan buku ini bukan hanya pada ranah
sgjarah, namun juga mencakup pergolakan bagaimana pentingnya keberadaan
Peradilan Agama untuk dipertahankan oleh masyarakat Islam dalam
memutuskan perkara sekaligus menjadi identitas Islam secara kelembagaan di
negara Indonesia.

Keenam, buku berjudul Peradilan Agama dalam Sstem
Ketatanegaraan Indonesia: Kajian Historis, Filosofis, ldeologis, Palitis,
Yuridis, Futuristis, Pragmatis,'® yang ditulis oleh A. Mukti Arto merupakan
kajian komprehensif mengenai Peradilan Agama di Indonesia. Berangkat dari
perbedaan sistem hukum yang dianut, yang mana di satu sisi Peradilan Agama
merupaka peradilan syari’ah islam di Indonesia yang secara ideologi tunduk
kepada syari’at Islam, sedangkan di satu sisi Peradilan Agama merupakan
peradilan yang dibentuk dan diselenggarakan oleh negara, sehingga harus
tunduk kepada konstitusi negara Republik Indonesia. Buku ini mencoba
membahas implikasi perkembangan Peradilan Islam dari masa ke masa hingga
analisis perkembangan kompetensi Peradilan Agama.

Ketujuh, adalah karya tulis skripsi Khabib Basori berjudul Politik

Hukum Islam di Indonesia: Studi Era Orde Baru dan Awal Reformasi Tahun

19 A Mukti Arto, Peradilan Agama dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia: Kajian
Historis, Filosofis, Ideologis, Politis, Yuridis, Futuristis, Pragmatis (Y ogyakarta: Pustaka
Pelgjar, 2012).



1965-1999." Pendlitian ini fokus pada pembahasan sejarah perkembangan
politik hukum Islam dalam rentang waktu tahun 1965-1999 yang disertal
dinamika aspirasi umat Islam untuk menegakkan hukum Islam. Selain itu,
skripsi ini juga berbicara mengenai format penegakkan hukum Islam dengan
berbagai pendekatan.

Namun, segjauh penyusun ketahui, belum diketahui penelitian yang
fokus membahas proses munculnya asas personalitas keislaman dalam UU
Peradilan Agama yang disertai dengan penerapannya.

. Kerangka Teoritik

Mohammad Daud Ali mengutarakan dalam ulasannya tentang hukum
Islam, bahwa sistem hukum Islam berbeda dengan sistem hukum yang dianut
oleh bangsa Eropa yang memisahkan iman atau agama dari hukum dan
hukum dari kesusilaan. Pemisahan yang demikian tidak mungkin dilakukan
dalam sistem hukum Islam karena selain hukum Islam itu bersumber dari
agama Islam, juga hukum adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari
iman atau agama dalam arti sempit seperti yang dipahami dalam sistem
hukum Eropa. Dalam sistem hukum Islam, selain dengan agama atau iman,
hukum juga tidak boleh dicera pisahkan dari kesusilaan atau akhlak karena
ketiga komponen inti gjaran Islam itu, yakni iman atau agama dalam arti

sempit, hukum dan akhlak atau kesusilaan merupakan satu rangkaian kesatuan

1 K habib Basori, “Politik Hukum Islam di Indonesia: Studi Era Orde Baru dan Awal
Reformasi Tahun 1965-1999,” skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (2003).
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yang membentuk agama Islam. Agama Islam tanpa hukum dan kesusilaan,
bukanlah agama Islam.*?

Pemikiran Mohammad Daud Ali tersebut tentu tidak terlepas dari
dalil-dalil kewajiban menjalankan hukum Islam bagi pemeluknya yang
bersumber dari Al-Qur’an dan Hadis. Di antara sebagian kecil dalil-dalil yang
ditemukan di dalam Al-Qur’an di antaranya adalah Surat An-Nisa ayat 105
yang berbunyi,

Blapad i W1 85 Y 5 Al el ) Lay Qe (g oSl ally ol el U330

Selain itu, kejelasan kedudukan hukum Islam juga terdapat di dalam surat Al-
An’am ayat 57 yang berbunyi,

Moo W i 55 el Gy W) el

Masyarakat Indonesia yang menyadari akan hak-hak dan
kewgjibannya sebaga pemeluk agama Islam, tentu dengan keimanan dan
kesadaran yang kuat akan selalu mengarahkannya kepada ketundukkan
terhadap apa yang telah diperintahkan oleh Allah. Oleh sebab itu wajar
kiranya jika umat Islam di Indonesia menghendaki adanya suatu peraturan
perundang-undangan yang dibuat berdasarkan nilai-nilai atau syari’at Islam.

Kehendak rakyat tersebut —yang kemudian menjadi saah satu dasar

2 Mohammad Daud Ali, Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum
Issamdi Indoneisa, cet. Ke-11 (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004), him. 20.

B An-Nisa’ (4): 105.

¥ Al-An’am (6): 57.
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pertimbangan arah politik hukum negara- dengan sendirinya mempercepat
proses terjadinya perubahan ius constitutum menjadi ius constituendum.*®
Menurut F. Sugeng Istanto bahwa,
proses perubahan ius constitutum menjadi ius constituendum yang
dikarenakan oleh adanya perubahan kehidupan masyarakat adalah
berbicara tentang suatu rangkaian kegiatan yang merubah ius
constitutum karena adanya kenyataan yang berbeda dengan unsur-
unsur ius constitutum untuk kemudian menetapkan ius constituendum
yang unsur-unsurnya memenuhi kenyataan kehidupan masyarakat
yang berbeda tersebut.*®
Selain  unsur-unsur  kenyataan kehidupan masyarakat tersebut,
konfigurasi politik suatu negara juga akan mempengaruhi karakter hukum
yang akan dikeluarkan oleh lembaga pembuat peraturan perundang-undangan
sebagai proses politik hukum. Sebagaimana yang dikatakan oleh Mohammad
Mahfud MD, yang dengan menggunakan asumsi dasar bahwa hukum sebagai
produk politik, maka politik akan sangat menentukan hukum. Dengan
pernyataan hipotesis yang lebih spesifik dapat dikemukakan bahwa
konfigurasi politik suatu negara akan melahirkan karakter produk hukum
tertentu di negara tersebut. Negara yang konfigurasi politiknya demokratis,
maka produk hukumnya berkarakter responsif/populistik, sedangkan di negara

yang konfigurasi politiknya otoriter, maka produk hukumnya berkarakter

ortodoks’konservatif/elitis. Perubahan konfigurasi politik dari otoriter ke

> |us Constitutum merupakan hukum yang berlaku di suatu tempat dan waktu
tertentu. lus constituendum merupakan hukum yang seharusnya berlaku.

16 Abdul Latif dan Hashi Ali, Politik, him. 73.
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demokratis atau sebaliknya berimplikasi pada perubahan karakter produk
hukum.’

Namun demikian, menurut Kamsi, teori yang digunakan oleh Moh.
Mahfud MD di atas tidak sepenuhnya efektif terhadap peraturan perundang-
undangan tertentu, seperti kasus Undang-Undang Perkawinan. Jauh sebelum
Undang-Undang Perkawinan buatan pemerintahan Indonesia, pemerintahan
kolonial Belanda yang dianggap sekuler juga telah menerbitkan berbagai
bentuk kebijakan terhadap hukum perkawinan Islam yang disesuaikan dengan
dinamika politik (kekuatan keberadaannya) pada saat itu. Diawali dengan
peraturan perundang-undangan yang bersifat netral dan tidak mengganggu
seperti Statuta Batavia pada tahun 1642, Stb. 1882 No. 152 yang kemudian
diatur dalam Stb. 1909 No. 128 dan Stb. 1926 No. 232 sampal peraturan yang
menjadikan pemandulan terhadap Peradilan Agama sebagai institusi tempat
pemutar roda keadilan perkara perkawinan bagi umat Islam, yaitu pasal 134
(2) 1.S. padatahun 1929 No. 221 yang menjadi dasar berlakunya teori receptie
yang diperkuat dengan Stb. 1937 No. 116: 610, 638 dan 639 tentang
Kewenangan Peradilan Agama di Jawa, Madura dan sebagian Kalimantan

Selatan dan Timur yang berlaku hingga masa kemerdekaan Indonesia.

7 Moh. Mahfud MD, Politik Hukum, him. 22.
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Artinya, pemerintah Belanda yang sekulerpun  masih  bersikap
mengakomodasi positivisasi hukum Islam menjadi hukum “nasional”. 18

Berkaitan dengan kasus UU Perkawinan tersebut, berlaku sistem
diferensias dalam unifikasi, artinya ada suatu undang-undang pokok yang
selanjutnya untuk masing-masing golongan ada undang-undang atau
peraturan organiknya sendiri-sendiri. Akan tetapi, diferensiasinya bukan
dengan adanya undang-undang atau peraturan organik tersendiri untuk
masing-masing golongan, melainkan justru diletakkan dalam UU No. 1 Tahun
1974 itu sendiri.™

Sejarah mencatat telah terjadi dinamika politik hukum yang naik turun
khususnya mengenai keberlakuan hukum Islam di Indonesia. Untuk
mengetahui perkembangan kontemporer tentang keberlakuan hukum Islam
dalam lembaga Peradilan Agama beserta asas personalitas keislaman yang
melandasinya, penyusun akan menggunakan teori diferensiasi dalam unifikasi
yang diperkenalkan oleh Kamsi, yang menyatakan bahwa asas personalitas
keislaman dibutuhkan oleh umat Islam agar dapat menyelesaikan suatu
perkara menggunakan hukum Islam, sehingga model positivisasi hukum Islam

dapat diwujudkan dengan model diferensiasi dalam unifikasi hukum nasional

dalam satu undang-undang seperti UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,

8 Kamsi, Pergulatan Hukum Islam dan Politik dalam Sorotan (Yogyakarta: CV.
Pustaka |lImu Group Y ogyakarta, 2013), him. 6.

9 Kamsi, Pemikiran Hukum Islam dan Peradilan Agama di Indonesia (Y ogyakarta:
Cakrawala Media, 2008), him. 79.
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dan model diferensias dalam unifikasii hukum nasional dengan peraturan
perundang-undangan tersendiri seperti undang-undang Peradilan Agama dan

Kompilasi Hukum Islam.

. Metode Pendlitian

Daam melakukan penelitian terhadap masalah yang telah diuraikan
sebelumnya, penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut:
1. JenisPenelitian
Jenis penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian
kepustakaan (library research), yaitu penelitian yang ditekankan
pada penelusuran dan penelaahan literatur yang terkait dengan
pokok bahasan, baik dari data primer maupun data sekunder.
2. Sifat pendlitian
Sifat penelitian yang digunakan penyusun adalah deskriptif
analitis, yaitu penelitian yang mengungkapkan data yang berkaitan
untuk selanjutnya dianalisis secara kualitatif sampai sgauh mana
konsep data tersebut bekerja dalam sistem tata hukum Indonesia.
3. Pendekatan Masalah
Berdasarkan pada pokok masalah dalam skripsi ini, penyusun
menggunakan pendekatan historis sosid yaitu dengan cara

menelusuri sgjarah dinamika politik hukum Islam pada masa

% Kamsi, Pergulatan Hukum, him. 28.
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pemerintahan kolonial Belanda, pasca kemerdekaan dan era
reformasi dalam konteks eksistensi lembaga Peradilan Agama.
4. Anaisis Data

Berdasarkan pada sifat penelitian deskriptif analitis, maka
penyusun menganalisis data secara kualitatif dengan menggunakan
metode induktif. Metode induktif merupakan metode pengambilan
suatu kesimpulan dari data-data yang bersifat khusus. Data-data
khusus tersebut adalah yang berkaitan dengan penelitian dalam
skripsi ini, bailk yang didapat dari data primer maupun data
sekunder.

G. Sistematika Pembahasan

Penulisan pembahasan ditulis oleh penyusun secara sistematis dan
saling berkaitan antara bab pertama dengan bab-bab selanjutnya dalam
sistematika pembahasan sebagal berikut:

Pada bab pertama, dimula dengan pendahuluan yang memuat latar
belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah
pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua membahas tentang politik hukum Islam dalam dinamika
tata hukum di Indonesia yang akan dirinci menjadi pengertian politik hukum
Islam, dinamika politik hukum Islam, serta teori-teori pemberlakuan hukum

IsSlam di Indonesia.
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Bab ketiga membahas tentang asas personadlitas keisaman dalam
dinamika tata hukum di Indonesia yang akan dirinci menjadi perngertian asas
personaditas keislaman, dinamika asas personalitas keislaman sebelum dan
sesudah UU No. 1 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, serta implementasi
asas personalitas keislaman di lembaga peradilan negara.

Bab keempat memuat penutup yang berisi kesimpulan dari penelitian
yang dihasilkan dan saran dari penyusun untuk memberikan dan motivasi bagi
pihak-pihak yang terkait untuk melakukan perbaikan dan sebagai bahan
pertimbangan dalam pembangunan hukum nasional yang lebih

memperhatikan aspirasi rakyat.



BAB IV
PENUTUP
A. KESIMPULAN

Dari beberapa data dan analisis yang telah diuraikan sebelumnya,
akhirnya penyusun mempunyai kesimpulan bahwa Indonesia adalah sebuah
negara yang dinamis dari aspek hukum, yang dibuktikan melalui perubahan-
perubahan peraturan perundang-undangan, khususnya adalah Undang-Undang
tentang Peradilan Agama yang telah mengalami dua kali perubahan semenjak
diberlakukan pada masa orde baru. Pemerintahan orde baru memiliki
karakteristik yang otoriter dan bersifat antagonistik dalam hubungannya
dengan masyarakat muslim, sehingga belum banyak yang diharapkan oleh
masyarakat, terkhususnya lagi dalam konteks ini adalah masyarakat muslim
Indonesia yang menghendaki hukum Islam yang legal formal.

Pada Tahun 1989 ketika pertama kali diberlakukan unifikasi hukum di
bidang Peradilan Agama, sudah mulal terlihat arah kebijakan politik hukum
pemerintah yang mulai bersifat akomodatif walaupun masih terdapat beberapa
kekeliruan para pembuat undang-undang dalam merumuskan materi hukum
UU No. 7 Tahun 1989 seperti yang telah penyusun jelaskan sebelumnya,
hingga akhirnya mendapat respon yang positif pada era reformasi, yaitu pada
tahun 2006 dan 2009. Perubahan ius constitutum menjadi ius constituendum

ini menurut hemat penyusun tidak terlepas dari keberhasilan diplomasi politik

93
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umat Islam, baik yang dilakukan di lembaga pemerintahan, maupun di
suarakan di jalanan.

Asas personditas keislaman di lingkungan Peradilan Agama belum
bisa diimplementasikan secara baik karena masih adanya keterbatasan
kewenangan penyelesaian perkara pada perkara perdata tertentu, adanya
penangguhan penyelesaian perkara yang menjadi kewenangan absolut
pengadilan agama ketika harus bersinggungan dengan sengketa hak milik
yang harus diputus terlebih dahulu di lingkungan Peradilan Umum, serta
adanya hak opsi dalam sengketa kewarisan antara umat Islam yang justru
memperlihatkan ketidakkonsistenan Pengadilan Agama menjalankan asas
personalitas keislaman yang diatur di dalam UU No. 7 Tahun 1989. Namun,
pada perubahan kedua, yakni pada UU No. 3 Tahun 2006, semua kekurangan
tersebut diperbaiki dan asas personalitas keislaman dapat dijalankan dengan
baik hingga akhirnya undang-undang peradilan agama kembali diubah
menjadi UU No. 50 Tahun 2009.

Indonesia yang plural akan semakin baik bila arah pembangunan
hukum nasionalnya juga bersifat pluralisme, bukan unifikasi atau sentralisme
yang tentu akan mengenyampingkan entitas-entitas rakyat tertentu dengan
sendirinya. Contoh keberhasilan politik hukum pluralisme ini adalah ketika
diberlakukannya Mahkamah Syar’iyyah di Provinsi Naggroe Aceh
Darussalam yang memiliki kewenangan yang lebih luas dari Peradilan Agama

pada umumnya di daerah lain. Maka, oleh karena itu, adalah suatu hal yang
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wajar jika Indonesia memiliki berbagal macam jenis hukum yang berlaku di
tengah-tengah masyarakat, mengingat negara mengakui eksistensi hukum
Islam, Barat dan adat.
B. SARAN

Adapun saran dari penyusun bukanlah berarti penyusun memiliki
keilmuan yang kompeten di bidangnya, namun hal ini perlu dituliskan untuk
memberikan masukan kepada para pihak yang terkait sebagai motivasi agar
politik hukum dapat berjalan dengan baik pada masa yang akan datang. Saran-
saran tersebut antaralain:

1. Asas personalitas keislaman merupakan salah satu asas pokok di
Peradilan Agama, sehingga jika ditemukan permasalahan-
permasalahan baru yang muncul di kemudian hari, hendaknya para
legislator dapat menyerap aspirasi rakyat dan mengubah UU
Peradilan Agama menjadi lebih baik lagi, termasuk memberikan
kewenangan mengadili ranah hukum lain, seperti pidana bagi
orang-orang Islam.

2. Pembangunan hukum nasional hendaknya memperhatikan aspirasi-
aspirasi golongan rakyat tertentu sehingga tidak terjadi diskriminasi
hukum ataupun gejolak masyarakat itu sendiri.

3. Pemerintah dalam menjalankan politik hukumnya hendaknya dapat
bersifat akomodatif terhadap harapan orang-orang Islam dengan

menjamin ketersediaan ruang bagi umat muslim untuk menjalankan
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ibadahnya, termasuk berhukum dengan hukum Islam, sesuai yang

diamanatkan oleh konstitusi negara Republik Indonesia.
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DAFTAR TERJEMAHAN

BAB

Halaman

Footnote

Terjemahan

10

13

Sungguh, Kami telah menurunkan kitab (Al-Qur’an)
kepadamu (Muhammad) membawa kebenaran, agar
engkau mengadili antara manusia dengan apa yang
telah digarkan Allah kepadamu, dan janganlah
engkau menjadi penentang (orang yang tidak
bersalah) karena (membela) orang yang berkhianat.
(An-Nisa’: 105)

10

14

Menetapkan (hukum itu) hanyalah hak Allah. Dia
menerangkan kebenaran dan Dia pemberi keputusan
yang terbaik. (Al-An’am: 57)

18

Para sarjana hukum masih mencari suatu definisi
mengenal pengertian tentang hukum.

19

Sebagal akibat hukum tidak dapat ditangkap oleh
panca indra, maka merupakan ha yang sulit untuk
membuat suatu definisi tentang hukum yang dapat
memuaskan orang pada umumnya.

19

10

Suatu rezim yang mengatur aktivitas-aktivitas
manusia  dan hubungan-hubungan melalui
penggunaan  kekuatan yang Sistematis  dari
masyarakat yang teratur secara politis, atau melalui
tekanan sosia yang didorong oleh kekuatan yang
memaksa.
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